BUPATI BREBES

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT| BEEBES,

Mecmmbang : a. babwa unmak melaksanakan ketentuan Pasal 181 Avat ()
Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang
'emerintahan Daerah sehagaimana telah dinbazb beherapa
kali terakhir dengan Undang-TUndang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedus Atlas Undang-Undang
Nomaor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Fepala Dasrah mengajukan Hancangan Peraturan Dacrahk
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacesb (APTD]
kepada Dewan Perwalalan Rakyvatl Dacrsh (DPRED) untuk
memupernlel: perselujuan bersama;

b. bahwsa Peraturan Daerabh Kebupaten Brebes  lemang
Angoaran Fendapatan dan Belanja Dacrah |AIPBD) vang
diajukan sebapaimana dimakscd  hural o, mertpakan
perwujudan dan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah Tahun
2012 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD
serta Irioritas dan Plafon Anggaran vang elab disepakati
bersama antara Pemerintah Daccah dengan DIPEL pada
tanggal 31 Juli 2013;

c. bahwa berdasorkan pectimbangan sehagaimana dimaksud
pada hurul a dan bural b, perlu meneiapkan Peraluran
Dacrah lentang Angearan Pendapatan dan Belanjz Dacrah
Kabupaten Brebes Tahun Angraran 2014;
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Mengingal

llﬁ'n

. Undang-Undang

B e

Nomor 13 Tahun 1950 lenlang

Permbentulan Dacrah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan  Propinsi
Republik Indenesia Tehun 1950 Nomaor 42);
Undang-Undang Nemor 11 Tehun 1295 lentang Cukai

Jaws Tengah [Berita Negara

(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1995 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Momor 11 Tahun 1995 tenlang Cukai (Lembaran
Negara Republilk Indonesia Tahun 2007 Nomoe 1035,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ilndonesia Nomor
47E3E);

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penvelcngpgara Negara yang Bersih dan Bebas dant Korupsi,
Kolusi dsn Nepodsme (Lembarsn Negara Republik

Indonesiz Tahun 1999 Nomor 73, Tarmbahan Lembaran
Nepara Republik Indoncsia Nomor 38a1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Houangan
Negara [Lernbaran Negara Bepublik Indonesia Tahun 2003

Nomar 4%, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndoncsia

MNomor 4284);

Undang-Undang Nomer | Tahun 2004 teniang

Perbendaharagan Wegara  [Lembaran  Negara Ropubhk
Indonesiz Tahun 2004 Nomot 5, Tambahan lem haran
Negara Republik Indonesia Nomor 4325

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggong Jawab Keuangan
Nepara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomer 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400}
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenlang SiRLeIn
Percneanaan Pembangunan Nasional (Lembaran MNeogara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Permnerintahan  Daerah  (Lembaran MNegara Republik
indonesia Tahun 2004 Momor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

MNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Dacrah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang MNomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyal, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nemor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2009 Momor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan |Lembaran

Negara FRepublik Indonesia Tahun 2011
Tambahan Lembaran
Nomor 5235);

Nomor B2,
Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 lentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
4416) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah

Nomaor 21 Tahun 2007
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tentang Perubahan Ketiga Atas Peraluran Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan  Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah  (Lembaran
Messra Republik Indonesia  Tahun 2007  Nomaor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
MNomor 4712)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara  Republik Tndoenesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) scbagabmana telah  diubah  dengan  Peraturan
Pernerintah Nemor 74 Tahun 2012 Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 entang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dacrah
{Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3340;

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pimjuman Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2005 MNomor 136, Tambahan Lembaran Negars
Fepublile Indonesia Nomor 4574);

Pernturan Pemeriniah Nomer 35 Tahun 20035 tentang Dana
Perimbangan [Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun

2005 Momor 137, Tambshan Lembaran Meganra Hepublik
Indonesia Nomor 4375];

- Peramuran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 lentang

Siztem  Informasi Kouangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesiz Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara  Republik  Indonesin Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah denpan Peraturan Pemerintah

MNomor 65 Tahun 2010 lentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintan  Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Sistermn

[nformasi Keuanpan Daerah (Lembaran Negara Repulbilik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lernbaran

Negara Hepublik Indonesia Momor 51535);
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L&, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 437 8);

19, Peraturan FPemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tlenlang
Pedoman Penvusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Momor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
[Indonesia Nomor 4585);

20, Peraturan Pemerntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelengegaraan
Pemerintahan Daerabh  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45%3);

21, Peraturan Pocmerintah Nomor 6 Tahun 2006 fentang
Fengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2006 WNomor 20,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
MNamor $a009);

24. Peraturan [Demerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan EKeuangan dan Einerja Instanst Pemerintah
(Lembaran MNegara Kepublik indonesia Tahun 2006 Nomaor
25, Tambahsn Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomar 4614,

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerinlahan Antara Pemerintash,
Pemernnlahan Dacrah Provinst, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomaor 82, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 4737}

29, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan  Pendidikan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Mepara Ropublik Indonesia Normor 4737,
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Inseot! Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribust Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar  Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedeman Pembernan Hibah dan Bantuan Sozal
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dlacrah  sebagmimana  telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam  Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Secsial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Peraturan Pemenntah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes MNomor 7 Tabhun 2007
tentang  Pengelolaan Barang Milik Dacrah  (Lembaran
Dacrah Kabupaten Brebes Tahun 2007 Nomor 12);
Peraturan Daecrah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun
2008 tenlang Pokok-pokok Pengelolaon kevanpan Daersh
[Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor
14 A);

Peraturan Dacrah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah
Rabupaten Brebes Tahun 2000 Nomor 23;

Peraturan Daernh Kabupaten Brebes Nomor 3 Tehun 201 1
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen
Brebes Tahun 2011 Nomor 3):
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEREBES
ca
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menclaphan @ PERATURAN DARERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN  BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN

AMNGGARAN 2011 4,
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerch Tahun  Anggaran

2014 sebagai berikul ;
Epl.797.214.283.000,00

Epl.946.700.695.000,00

[. Pendapatan Dacerah

2. Belanja Daerah
Drefisit (Rp 149186412 000,00
2. Pembiavaan Daersah ;

a.  Penerimaan Hpla2 609.912.000,00
. Pengeluaran Hp 4423 200.000,00
Pembiaysan Netto Ep 149 186,412.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Ep

Pasal 2

(1] Pendapatan Dacrah sebapaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari ;
#. Pendapatan Asi Dacrah sejumlah Rp153.413.784.000,00
b. Duna Perimbangsn sejumlak Rpl.321.901,167.000,00
<. Lain-lain Pendapatan Daerah vang Sah sejumlah
RE322.199.332.000,00
12} Pendapatan Asli Dasreh sebageimana dimaksud pada Avac (1]
huruf a terdiri dari jenis pendapatan
2. Pajak Daerah sejumlah Rp49.505.900.000,00
b. Eetribusi Daerah scjumlah Rp23.1 52.347.000,00
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-

(2]

(3]

~8

¢, Hasil Pengelolaan Keleayasn Dacrah yang dipisaikan
sejamlah Rp3 27567800000

d, Lain lain Pendanatan Asli Daerah yang Sah sejumlah
Rp77.479.859.000,00

Dana Perimbanpan schagaimans  dimaksad pada Aval (1]

huraf b terdin dari jenis pendapacan

a. Dana Bagi Hasil scjumlah Rp3a,956.0 12 000,00

b. Dana Alokasi Umam sejumlzh Rpl.13'5.9653.51'-45.?-”&,51]

o, Dana Alokasi Khusuas sejumlah Rpey 8753 10,000,010

Luin-lein  Pendszpatan  Daerab  yang Yah  schapalmana

dimalgsud pada Avat (1] hurul ¢ terdirl dari jenis pendaputan :

s, Hihah sejumlzh EpTo,000.000,00

b. Dana Dararat sejuimlah Rp

¢, Dana Bagi Hasil Pajalk sejumlah Rp&l STa 206.000,00

Dana Penyvesuaian dan Otonom: Khusis sejumlat

REp240.397. 126.000,00

e Bantuan Kewanegan dari Provinsi atau dar Pemerintal

o

Daerah Lainova scjumlah Ep -

Pasal 3

Bolanja Degrah sebogaimana dimalesud dalam Pasal 1 tendin
dar :

a, Delanja Tidek Langsung sejuumlah Rpl 217 02,470,000,00
L. Belanja Langsung scjurnleh Rp7ids 298,225 000,00

Bolanja Tidak Langsung sebagaimans dimaksud pada Ayat (1)
hurul a terdird dari jenis belanja

a. Belanja Peprwai sejumlah Rpl.0%9 1154 .865.000,00

b, Belanjz Bunga sejumlah Hp -

. Belanja Subsidi sejumlah R -

d. Belanja Hibah sejumlah Rp37 359 830,000,000

e, Belanja Bannian Sosial sejuntlah Bpl2.031,969 000,00

. Belanja Bagl Hasil sejumlah Rp 300,000,000, 00

. Delenja Banlusn Keuengan sciumlab Kp71.5500627.000,00
h. Belenja Tidak Terduga seumlsh Rp5.025, 161,000, G0
Belenia Langsung scbapaimana dimeksud paca Aval (1)
huruf b terdin dart jenis belanja

g, Belarpga Pegawal sejumlan BEp32 081.075.000,00
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Ay

b. Belan'a Barang dan Josa sejumlanh Rp436.671.52 1.000,00
. Belanjz Modal sejumlsh Rp?34.545.629.000,00

MPasal 4

1) Prmbiavesan Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pesal
terdiri dart :
2. Penerimaan scjumlah Rpl53.609.912.000.00
b, Pengeluaran sejumlah Rpd 423, 500,000 00
(3] Penerimsan sebagaimans cimoksud pads Ayac (1) hural e
terdiri dari jenis pembiayasn
4. Sisa  Lebih  Perhitumpan  Anggaran Tabun  Anggaran
sebolumnya (SILPA) sgjimlah Rpla7.2a5.91+.000,0U
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah kp
o, Hazil Penjuelan  Kelaysen Dasrah yeng dinisahkan
sejumlah Rp
d, Penermaan Pnjaman Daerah sejumiah
Ep
e, Penerimaan Kemball Pemberian Pinjamun sejumlak
Fpd, 303 9%8.000,00
[ Penerimaan Pietang Daerah sejumlah Rp -

3 Pengelueran schbugeimana dimalksud pada Ayar (1) hural b

terdiri dari fenis pombieyaan

. Pembentulan Dana Cadsngan scjumlzh Ro

%, Penverlsan Modal {Investasi| Pemmerintah Dacrah sejurnlal
Ep-

o, Pembavaran Pokokx Urang seumlah Rps.423. 500,000,100

2. Pemberian Finjsman Dacrah sejumleh Ry

Pasml 2

Uraian lebili lanjur Anggeran Peadapatan dan Helanps Dacrah
sebapaimany dimaksud dalam Pasal 1, teccantum dalom Lampiran
vang meorupakan bagian yang udek terpisahkan dord Poroturan
Drewerady in, lecdind dart

1. [empiran ] Ringkasan APBD;

2. Lampiren 1 Finglasan APBIL ML Uruzsan

Femeriniahan Dasrah dan Organisass
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3. Lampirs :
o AN =
e 11 E]]'IL.;EI.T]. APED moouran Uriisan Pemerinoalan

Daerah, Orgenisasi Pendagpatan, Belenja dan
Pernbiayaan:

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja  menuarul BRI
Pemerintahan  Daerah, Organisasi, Program
tan Kepiatan;

3. Lampiran V. Rcka pitlasi Belanjsa Daerah untuk
Keselarasan dan keterpaduan Uriossn
HPemerintahan  Daerab dan Tungs! dalam
Kersnpgka Pengelolaan Kouangsn MNepara,

B, Lampirsn V1 Daftar Jumlah Pegaweal oer Golongan dan per
Jabatar;

7. Lampiran VIl Daftar Plutang Dacrah;

&,  Lampiran VI Dattar Penyertaan Medal (Investasi) Dasrah;

9, Lampiran [X Dafllar Perkiraan Penambahan da:
Pengurangan Asel Tetap Daerah;

10, Lampiren X aftar Porkiraan Frenamnbmahan dan
Poogurangan Asct Lainnya;

11, Lammpiran X1 Daftar Kegiatar-kegiatan Tahur Anggsrun
Sehelumnya yang HBehir Disclesatkan  dan
Dionggarkan Kembali dalam Talnn  Angoaran
11t

12, Lampiran XII Daftar Dana Cedangan Dasrah; dan

L3, Lampiran X1 Dafter Pirgaman Daerah dan Obligas: Dacraly,

FPa=zzl O

Dalam  keadean darurat Bupati Brebes dapat melakukan
pengeluaran yvang oclum tersedia Anggorannya termasuk belanis
untuk keperluan mendesale

Krilens damarat dimaksud sebapai berikut -

L. DBukan merupaken kegizian normal dan akdvitas Pemorincah

Daerah vang tidak dapal dipredikst sebelumnye:

bJ

Tulsk diharapksn terjadi secara berulang;
Berada di luar kendali dan pengarul Pemerintah Dacrah; dan
4. Memiliki dempalk yang signifikan terhadap Ansearan dalar

cengka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan dumaeag
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T . .
Krileri mendesak dime kaud sebagai berikut -
] 3 v g it
- Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang

AngRarannya belum tersedia dulam Tahun Anggaran berialan,

2. Keperluan  mendessk lainnya yang apabila dilunda akan
menimbulkan kerugian ¥yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan masyaraka 1; dan

3.

Adanya kebijakan Permcrintah vang berimplikasi pada beban
APBDN Lahun berjalan,

Pendanaan keadaan darural vang belum tersedia anpgarannya

dapal menggunakan belanja dak terduga. Apabila dalam hal
belanja tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara -

Lo Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiazan lainnva; dan

2. Memanfzatkan uang kas vang lersedia,

Pasal 7

Bupati menctapkan Peraturan rtentang Penjabaran Angpsran
Perndapatan dan Belanjs Dacrah sebapai landasan o wrasional
2 - f
-prlaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal &

Peraturan  Dacrah  ini

=
ik}
b,

mu berlaku  pada

; tanggal
dizndangkan.
Apar  sclinp oracg men gelahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Dacrah i dengan penempatannya

calam Lembaran Dacrah Kabupaten Brobes.

.

S : Ditetapkan di Brebes
o Drr s e faeprag

T gada a3 Paembae to0d
- L Tt Co bR

R Ldea (I Rl R

pada langgal 23 Desemher 2013

o

;

b

M,
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